PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONES A

NOMOR 19 TAHUN 1980
TENTANG

PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il ASAHAN
DARI WILAYAH KOOTAMDYA DAERAH TINGKAT Il TANJUNG BALAI

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KE KOTA KISARAN
Presden Republik Indonesia,

a bahwa tempat Kedudukan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat |11 Asahan
yang secararesmi berdasarkan Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
lingkungan Daerah Proping Sumeatera Utara berkedudukan di Tanjjung Baa,
ddam kenyataannya sgak Tahun 1968 Pusat Kegiatan Pemerintahan di
Kabupaten Daerah Tingkat |11 Asahan beradadi Kota Kisaran;

b. bahwa untuk peningkatan efisens dan efektivitas penyeenggaraan
Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta untuk mewujudkan tertib
administras Pemerintahan yang mantap, 1bukota Kabupaten Daerah Tingkat
Il perlu dipindahkan dari Tanjung Balai ke Kisaran;

1. Pasd 5ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Proping Sumatera
Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1092);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ASAHAN DARI WILAYAH KOTA-
MADY A DAERAH TINGKAT Il TANJUNG BALAI KE KOTA KISARAN.
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Pasal 1

(@) Ibukota Kabupaten Dagrah Tingkat 1l Asshan dipindahkan tempat kebudaysannya dari
Tanjung Bda ke Kota Kisaran di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat |1 Asahan.

2 Kota Kisaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyal batas-batas sebaga berikut :

a

b.
C.

d.

di sebdah Utara dengan Desa Sidomulyo, Desa Rawang Pasar Empat, dan Desa
Pondok Bunga di Kecamatan Kisaran;

di sebelah Sdatan dengan Desa Dadap dan Desa Sei Kamah 1 di Kecameatan Air Batu;
di sebelah Barat dengan Desa Tanah Rakyat, Desa Sidomakmur, dan Desa Sukadamai
di Kecamatan Kisaran;

di sebdah Timur dengan Desa Sabur di Kecamatan Kisaran.; sebagal tergambar pada
Petaterlampir.

() Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat |1 Asahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi
sebagian dari wilayah Kecamatan Kisaran dan wilayah Kecamatan Air Batu yang terdiri dari :
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DesaKisaran kota;
DesaKisaran Timur;
DesaKisaran Barat,;
DesaKisaran Baru;
Desa Sal Renggas,
Desa Sidodadi;

Desa Bunut;
DesaMutiara;

Desa Gambir Baru;
Den Siumbut-umbut;
Desa Sentang. Dan membentuk Kecamatan Kisaran Kota

(4).  Wilayah Kecamatan Kisaran dikurangi dengan :
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DesaKisaran Kotg;
DesaKisaran Timur;
DesaKisaran Barat;
DesaKisaran Baru;
Desa Sal Renggas,
Desa Sidodadi;
DesaBunut;
DesaMutiara;

Desa Gambir Baru;
Desa Sumbut-umbut.

5) Wilayah Kecamatan Air Batu dikurangi dengan Desa Sentang.
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Pasal 2
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat 11 Asahan berkedudukan di kota Kisaran.

Tempat Kedudukan Instans-instans Vertikal Tingkat Kabupaten Daerah Tingkat |1 Asahan
disesuaikan dengan tempat kedudukan Pemerintah Daerah Tingkat |1 Asahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasdl 1.

Pasal 3

Penetapan Kota Kisaran sebagal 1bukota Kabupaten Daerah Tingkat 11 Asahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasdl | tidak merubalVmengurangi hak-hak atas tanah daam wilayah Ibukota
tersebut.

Perubahan peruntukan dan penggunaan tanah-tanah perkebunan harus mendapat persetujuan
terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian.

Pasal 4

Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kebupaten Daerah Tingkat 11 Asahan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah
sesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sepanjang yang menyangkut Indans Vertika diatur lebih
lanjut secara bersama olen Menteri yang membawahi Instans Vertika yang bersangkutan dan
Menteri Keuangan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri
Dalam Negeri sesua dengan peraturan perundang-undangan yang belaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku padatangga diundangkan.
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